
WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk

mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;

b. bahwa Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, mewajibkan
Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan tanpa Rokok di
wilayahnya dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-

Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Nomor 56, (Lembaran

Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 56, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang

– Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);

7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234 );

14. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3853);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang

Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa

Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5380);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D

Nomor 01);

20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2009 Nomor 7 );
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial
yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

8. Rokok adalah salah satu olahan produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar
dan dihisap dan/atau dihisap dan atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok
putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum,
nicotiana rustica, dan species lainnya atau sintetis (rokok elektrik) yang
mengandung nicotin dan Tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.

9. Rokok elektrik adalah sebuah alat elektronik yang berbentuk layaknya rokok pada
umumnya, dan bila dihisap akan mengeluarkan asap dan rasa yang tidak berbeda
dengan rokok biasa.

10. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian
terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan
dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.

11. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
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12. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung
menghisap asap rokok yang sedang dibakar.

13. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau
menghirup asap rokok orang lain.

14. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang
membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan
fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan
dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan
tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan
keadaan gejala putus zat.

15. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam
nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang
bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.

16. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar
setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.

17. Iklan niaga produk tembakau yang selanjutnya disebut iklan produk tembakau adalah
iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang
kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk
tembakau yang ditawarkan.

18. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan
informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap
produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.

19. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak
langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan
oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk
tembakau atau penggunaan produk tembakau.

20. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area
yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi,
menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan
hukum maupun tidak berbadan hukum.

22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, seperti Rumah Sakit, Puskesmas,
Poliklinik Kesehatan, pusat/balai pengobatan, Rumah Bersalin, Balai Kesehatan Ibu
dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau
apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya..

23. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar,
mengajar, pendidikan dan/ atau pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi,
tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruangan perpustakaan, ruang praktek atau
laboratotium, museum dan sejenisnya.

24. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak
seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak
dan lainnya.
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